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PENY EL ESAIAN KEBERATAN TERHADAP SPT PBB DI KODYA PADANG

{nleh ¢ H. Azher Reoef,S8H.: Yuslim,SH.MH; . ‘Ilhsmdi
Teufik, SH.; Gusminarti, SH.; Fauzi,SH.; Khpirani, SH.
tahun 1993 )

ABSTRAK

Salah satu tujusn hukum ysng konvensional namum ma-
sih relevan sempai saat ini adalph untuk mencapail ke-
adilan. Pajak adelah splah satu cebang hukum yang meru -
pakan bsgisn dari hukum admimistrssi, karens itu tujuan-
nya tidek lepas dari kepgdilan. Salah satu prosedur dalam
bidang pajak untuk mencapasi kesdilan edalsh tersedisnys
prosedur "keberstan". Keberatn itu sdalah merupakan pro-
sedur yang penyelesaiannya oleh instansi yang mengeluar-

kan keputusan itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dengan Undang-
undsng No. 12 tshun 1985 yang mulsi berlaku Janusri 1986
juge mengenai prosedur keberate. Keberstan itu dapst ber
bentuk pengurangan atau keberatsn. Keberatan itu dituju-
kan terhadap SPT yang dalsm Undang-undang Pajask Bumi dan
Banguna dikenal dengan SPPT.

Sejak undang-undsng Pajak Bumi dan Bangunan Pross -
dur keberatan imi cukup evektif diqunakan oleh wajib pg-
jen untuk mencari keadilan dan sekaligus mencari kepas =
tian hukum mengenai besar pajak yang herus dibayar olsh
wajib pajsk.

Data yeng terkumpul sejek tahun 1990 sampai tehun
1992 telgh 6023 buah keberatan yang disjukan oleh wajib
pajak. Dari : jumlah keberstan itu sudah 5282 bush permo-
honan yang telah diselesaiakan, diputus apakah ditolak
karena lewst waktu, ditolsk atau dikabulkan permohonan
wajib psjak. Dari 52B2 kasus yang telsh diputus terlihat
bahwus 4956 bush permohonan keberatan dikashbulkan berarti
wajib pajsk dimenangkesn. den masih tersisa 741 permohon-

an yang belum selesai diproses.



Meskipun masih tersisa 741 kasus yang belum dipu=-
tus dari keberatan tahun 1992, hal itu tidak menjadi ma
salah, karens tenggang waktu untuk menyelsaikan permo -
honan keberatan itu mssih lama, yaitu 12 bulan "'sBjsk
permohonen diajukan Direktarat Jendral Pajak harus me-

ngerbitkan keputusan tentang keberatan itu.

Mengingat prosentsse keberatan yang dikabulkan sa-
ngat tinggi, ysitu di ates angka 90 %, yaitu 96 % untuk
tahun 1990 , 98% untuk tahun 1991 den 66 % dari 72 %
keberaten tahun 1992 yang telah diputus, menandsksn bah-
Wa keberatn yang diajukan oleh wajib pajak terbukti ke-
benarannnys. Dan drri itu disimpulkan bghwa penerbitan
SPPT PBB masih manyak mengandung cacat yuridis. Untuk

itu perlu perbaiken magsa yang akan datang.
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P ENDAHULUA AN

A. Lptar belakang masalah

Salah satu tujusn hukum secsrg Konvensionsl namun
masih relevan sampai _sekarsng adalah untuk mencepal ke-
sdilan., Tujuan hukum tersebut juga terkandung dalam hu-
kum pajak. Hukum pajak sebsgai salah satu jenis hukum
publik adalah hukum yang bersifat istimews artinya tin-
dakan hukum yang dilskukan oleh fiscus adplah secars
sefihak, mempunyai hubungan vertikal dan dapat dipsksa-

ano

Selsh satu jenis pajak yang sangat populer dite -
ngeh mesyarakat Indonesis sdalah Pajak Bumi dan Bangqun-
an. Pajak Bumi dan Bangunan distur dengen Undang-undang
No. 12 tahun 1985, Lembaran Negars 1985 No. 68 yang mu-
lei berlaku pada tanggsl 1 Jgnuari 1986. Undang- undang
tentang Pajak Bumi dgan Bangunan ini adalah sebggai ren-
tetan undang-undang perpajakan yang lahir setelah peme-
rintah mencanangkan " Tax Reform " pada tehun 1983, Se-
belumnya telsh diundangksn Undang-undang Nomor 6 tshun

1983 tentang Ketentupn Umum Perpajakan.

Ketentuan perpajaskan mengatur hubungsn antars se-
Seorang atau warga dengan negers. Mengingat dslam hukum
pajek hubungean warge dengan negsra (fiscus) - bersifat
vertikal dalam arti posisi yang tidek seimbang oleh ka-
rena itu kepads wargs perlu diberikan perlindungan hu-
kum "rechtbescherming" atas tindaken pengussa yang ber-
tentangan dengan hukum. Perlindungan itu dapat dimintsg-
ken ke Pengadilan Tats Usyhg Negars dan atau dengan ca-
Te menempuh upsys administrasi diantsranys berups kebe-
ratan.

Diantara keberstasn itu dapat diasjukan terhadap

SPT yang untuk Pajak Bumi dan Bangunan disebut dengan



Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Jadi SPT yeng
dimaksud delam judul di stass sesuasi dengan obyek kajian
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan adalash SPPT. .

‘Dilihat d-ari segi obyek Pajak Bumi dan Bangunan yai-
tu Bumi dan satsu Bangunan, maka wajib pajsk dalam PBB ini
sangat besar jumlshnya. Mengingat PBB ini menyentuk ham-
pir separuh warga-negars, maka isu tentang PBB sangat vi-
tal dalam kehidupan negera. Oleh karena itu - ketetaspan
yang dikeluarksn oleh Dirjen Pajak dapet menyentuh rasa
kepdilsn warge masyarskat. Zering kits mendengar 'messslsh
PBB menghengat dimedia masa karena wargs merasa dirugikan
akibat SPPT yang dikelusrkan oleh Birjen Pajak.

Surst Pemberitahusn Pajak terhutang adalah surat Ke-
tetapan yang konstitutif, yang menimbulkan hak dan kewa-
jiban, yesng ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajek, ber-
dasarkan data yang didapat dalesm Surat Pemberitahuan Ob-
yek Pajak yang dimasukkesn oleh wajib pajak. Pajak yang
terhutang berdasarkan SPPT hsrus dilungsi selambat-lembat-

nya 6 bulan sejesk tanggal diterima SPPT.

Dari segi hukum administrasi SPPT yang diterbitkan
pleh Dorektorsl Jdendral Pajak adalah sah menurut “hukum
(rechtmatigeheid) saﬁpai ads keputusan pengadilan yang
menyatakan itu tidesk sah stau keputusan badan yang berwe-
nang menyatakan itu tidak sah. Jadi disini dikenal 2s88s
Presumtion iuste causs . Karena itu adalah ssh,uajib pe-
jak harus memenuhi apa yang ditetapkan dalam SPPT itu.
Namun oleh undang-undsng diberikan upaysa hukum untuk me-

ngajukan keberatan terhadap SPPT tersebut.

Di Kots Padang terdapat kantor Pelayanan PBB terma -
suk kantor wilayash II. Kots Padang sebasgsai Ibu Kote Pro-
pinsi sangst pesat perkembangannya, demikisn juga dilihat
dari Wajib Pajak PBB cukup besar jumlahnyas, karens itu
banyak masalah yeng muncul akibat terbitnya SFPT, Dgri
berita yang dapat ditangkap keberatan warga terhadap SPPT

ads yang disebabkan oleh luas tanahnys tidak sesusi de -
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HASIL D AN PEMBAHASAN

A. Deskripsi penelitian

1. Kantor Pelsyansn Pasjsk Padeng

Kantor Pelaysnan Pajak Padang termasuk ke da-

lam Kgntor Wilaysh II yang melaysani daersb- dserah

sebsgal berikut :

I L

Il .

Padang

Kantor Pelayanan Pajesk Bumi dan Bangunan
Padang ini mempunyai tipe A dengan daerah we-
wenangnya adalah :
1. Kotamadya Padang
2. Kotemadys Padeng Panjang
3. Kabupaten Padang Pariaman

4. Kabupaten Pesisir Selatan
Solok

Kentor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Solok mempunyai tipe B dengan daersh Wewe-

nangnys adalah

. Kotamadye Solok
Kabupaten Solok

Kotamedys Sauah Lunto

Kabupaten Sawah Lunto/ Sijunjung

o B~ W1 N =
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Kabupaten Tanah Dgtar
Bukittinggi

Kentor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Bukittinggi mempunyai tipe B dengan daerah we-

wenangnys adalah ¢

1. Kotamadya Bukittinggi
2. Kabupaten Agam

3. Kabupaten Pasaman



BAB. VI
KESIMPULAN DAN CARAN

Berdrsarkan uraign-uraian pada bab-bgb terdahulu de-
ri laporan ini, meka akhirnya penulis sampai pada kesim-
pulan den kemudian mengemukakan sstegn-saresn-sebsgai mana

akan diungksap di bawah ini :

A, Kesimpuleaen

1. Bahwa undang-undesng No. 12 tghun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan lewat pasal 15 dan 19
memberikan saluran administratif atau dikenal
dengan keberatan untuk menyesaikan sengkets an-
wajib pajek dengan fiskus mengenai SPPT dan SKP
yang diterbitkasn oleh Direktorat Jendral Pajak.

2. Keberatsn yang dimaksud dalam judul penelitian
adalsh prosedur yang dapat ditempuh oleh sese -
orang atau badan hukum perdates yang tidek puas
satas keputusan Badgq pemerintah. Dimans prose -
dur itu dilakukan dilingkungan pemsrintash sen-
dird.

3. Dalam lapangan Pajak Bumi dan Bangunsn keberat-
sn itu terdiri ates dus bentuk ygitu :

1. Pengurangan Pajsk PBB yang didasarkan pasel
19 Undang-undang No. 12 tahun 1985.

2. Keberatan yang didasarkan pssal 15 Undang-
undang No. 12 tshun 1985.

4, Penyelesaign keberatan terhadap SPPT PBB sebe -
lum Keputusan '‘enteri No.276/KMK.01/1989 masil
dilakukan oleh Kzntor Pelayanan IPEDA yang di-
lpkukan oleh Kantor Dings Luar I. Dan setelash
S.K tersebut penyelesaiannya dilakukan oleh Kan
tor Pelaysnan Pajak PBB.

5. Sejak tahun 1990 sampai 1992 telah terdepat se-
jumlah 6023 kaeberatan dan yang sudsh diputus s=
jumlsh 5282 bush diantaranyes 4956 bush permohon-
nan dikabulkan,



Ge

Terdepnat tiga bentuk keputusan terh~dap penyele-

saian keberatan, yaitu ¢

‘a. Penolakan karena lewat waktu

b. Permohonan ditolak

c. Permohonan diterims

Bahuas peosentsse penyslesaisn keberatan terhadap
SPPT untuk tahun 1990 dan 1991 sudah 100 %  se-
dangken untuk tahun 1992 masih tersisa 26 % la-
gi. Dari jumlah keberatan yesng masuk: setiesp ta-
hun dimana permohonan ysng dikabulkan berikisar
di atas 90 %, yaitu 96 % untuk tahun 1990 dgn
98 % untuk tahun 199., sedangkan tahun 1992 per-
mohonan keberaten yang sudsh dikebulkan sudah 66
% dan masih tersisa 26 % keberatan lagl ysng be-
lum di putus.

B. Saran-saran

1.

Perlu ditempuh langkah asgar penerbitan SPPT mau-
pun SKP betul-betul obyektif sesuai dengan kon-
disi ril dari obyek pajak.

Fihak fiscus dalam melakukan perubshen kebijsk -
sanaan dalam lapangan fiscus agar memberikan in-
formasi yang menyeluruh mengenai kebijaksansan
yang akan diambil.

Untuk menghinderi fiscus menjedi rentang kendali
gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negaras, perlu
Direktorat Jendral Pajak maupun KPP dalam membe~
rikan keputusan atas keberatan, betul-betul le-

wat pertimbsngan yurdidis yang matang.
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